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PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM MADURA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

DI LINGRUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA

bahwa untuk memngkatkan penalamn, minat, bakat dan
kescjahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan,

bahwa mahasiswa merupakan salah satu unsur dan civitas akadermika
yang memiliki peran dalam pelaksanaan kegatan di perguruan tinggi
yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan,

bahwa guna meningkatkan keberadaan dan peranan  organisasi
kemahasiswaan di lingkungan Universias [slam Madura dalam
rangka menyesuaikan perannya pada penyelengparaan Perguruan
Tinggi, diperiukan peraturan Rektor temtang Organisasi
Kemahasiswaan di lingkungan Umversitas 1slam Madura;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
g, huruf b dan huruf ¢, perlu menelapkan Peraturan Rektor
Umversitas Islam Madura tentang Orgamisasi Kemahasiswaan d
Lingkungan Universitas Islam Madura,

. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Masional (Lembaran Negara Kepulik Indongésia tahun 2003 nomor
78, lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4301 ),
Undang-Undang Nomor 12 tabun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336),

Peraturan Pemenintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tingg dan Pengelolaan Perguruan Tingge (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5500,

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoneisa
Nomor 135/1/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggs:

Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
Peraturan Yayasan Universitas Islam Madura Nomor 2 Tahun 2020
tentang Statuta Universitas 1slam Madura;
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MEMUTUSKAN

Menetapkan | PERATURAN REKTOR NOMOR I TAHUN 2023 TENTANG
ORGANISAST KEMAHASISWAAN DI LINGEKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM MADURA

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor mm yang dimaksud dengan

1.
2
3

10

1
1

Universitas adalah Universitas [stam Madura
Rektor adalah Rektor Universitas 1slam Madura.
Wakil Rektor adalah wakil rekior bidang kemahasiswaan, alumm, kerasama dan
keagamaan yang bertanggungjawab kepada Rektor
Dekan adalah dekan fakultas di hingkungan Umniversitas [slam Madura vang
bertangggungiawab terhadap kegiatan di lingkungan fakultas.
Wakil Dekan adalah wakil dekan vang menangani bidang kemahasiswaan yang
bertangzpungjawab terhadap kegiatan di lingkungan fakultas,
Ketua Program Studi adalah ketua program studi di lingkungan Universitas Islam
Madura vang bertangeungjawab terhadap kegiatan di hingkungan program studs,
Mahasiswa adalah mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Madura yang terdafiar
dan aktif kuliah yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa vang masih berlaku.
Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Madura selanjuinyva disingkat Ormawa
UIM adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dan, oleh, dan untuk mahasiswa pada
tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi, vang merupakan sarana pengembangan
penalaran, keillmuan, kewirausahaan, mmat dan bakat, pengembangan kescahteraan
mahasiswa, dan pengabdian kepada masvarakat
Keluargs Besar Mahasiswa Universitas Islam Madura selanjutnya disingkat KBM UIM
adalah sebutan dan organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Madura
Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakunkuler untuk mengembangkan din ke
arah perluasan wawasan dan pemingkatan kecendekman serta integntas keprnibadian
dalam mencapar tujuan pendidikan tmpgn,
|. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut DPM-1 adalah
lembaga legislatif mahasiswa ditingkat Universitas.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya discbut BEM-U adalah
lembaga eksekunf mahasiswa ditingkat Universitas
3. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UUKM adalah bidang organisasi
mahasiswa berdasarkan minal, kerohanian, bakat, kegemaran mahasiswa, keahlian,
kemampuan, dan/atau suatu ikatan program atau kegiatan yang bergerak hanya bidang
tertentu dan hanya berada ditingkat Universitas.
Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas vang selanjutnyva discbut DPMF adalah lembaga
legislatif mahasiswa ditingkat Fakultas
Badan Eksckutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya discbut BEMF adalah lembaga
eksekutif mahasiswa ditngkat Fakultas

4.

3
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16. Himpunan Mahasiswa Program Studi vang selanjuinya disebut HIMAPRODI adalah
lembaga kemahasiswaan ditingkat Program Studi yang bergerak dibidang keilmuan
terientu

17. Pembina adalah seorang yang ditugaskan oleh Rektor atau Dekan untuk melakukan
pembinaan, pendampingan, koordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan dan
memberi masukan agar orgamisasi kemahasiswan melakukan kegatan yang sesua
dengan visi, misi dan tujuan Univerias.

18. Pelatih adalah seorang yang ditugaskan oleh Rektor atau Dekan untuk melatth
pengembangan  keferampilan mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi dan
pencapalan prestas:.

19. Pengurus adalah mahasiswa vang berada di dalam struktur Organisasi Kemahasiswaan,

20. Anggota adalah anggota organisesi kemahasiswaan di lingkungan Universitas 1slam
Madura.

BAB 11
Nama, Tempat dan Kedaulatan

Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Madura bernama Keluarga Besar Mahasiswa
Universitas [slam Madura vang selanjutnya disingkat KBM UM

Pasal 3
KBM UIM bertempat di kampus Universitas Islam Madura,

Pasal 4
Kedaulatan tertinggi KBM UIM berada di tangan mahasiswa vang diwujudkan dalam
ketetapan DPM-1.

BAB 11
Asas, Sifat, Prinsip, Tujuan dan Fungsi

Pasal §
|. KBEM UIM berasaskan Pancasila dan berkarakter ajaran Islam Ahlussunnah Wal
Jamaah.
KBM UIM bersifat Otonom, Demokratis, Aspiratif, dan Transparan.
KBM UIM menganul prinsip keimanan, keilmuan, kebenaran, keterbukaan, dan
kebersamaan dalam bingkai Lima Menara [lmu Universitas Islam Madura: Keislaman,
Keindonesiaan, Kepesantrenan, kemaduraan dan Keaswajaan.
4. KBM UIM bertujuan untuk:

a. Membentuk mahasiswa vang betagwa kepada Tuban Yang Maha Esa, berakhlak,
berwawasan global, memiliki integritas yang tnggi, profesional, berkepribadian,
dan memiliki kepedulian sosial dalam bingkal Menara Himu

b, Memngkatkan kesehatan jasmani dan rohami serta kecerdasan intelektual,
emosional, spintual dan sosial mahasiswa secara komprehensif

c. Menanamkan dan mengembangkan jiwa leadership,  independent  dan
teknopreneursiip,

d. Meningkatkan prestasi mahasiswa untuk reputasi Universitas, Bangsa dan Negara

Fed

gl
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5. KBM UIM berfungsi sebagai:
a. Pengembangan kepribadian mahasiswa UTM.
b, Pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
¢. Penyaluran aspirasi, pemberdayaan dan pemersatu mahasiswa,
d Pengembangan visi, misi dan tujuan UIM dan Mahasiswa.

Pasal 6
1. KBM UIM membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (REAT) diawal periode

kepengurusan.
2, RKAT diajukan dan disetuyjui oleh Wakil Rektor [l melalui Kepala Bagian

Kemahasiswaan.
3. Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan yang
berlaku di UTM.

BAR TV
NAMA LEMBAGA

Pasal 7
Lembaga KBM UIM terdin dan:
|. Lembaga Legislatif.
2. Lembaga Eksekuuf,
3. UKM,
Pasal 8

Lembaga Legislatif
Lembaga Lemslanf KBEM UIM terdin dan:
|. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas { DPM-U) untuk tingkat Universitas
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) untuk tingkat Fakultas

Pasal 9
Lembaga Eksekutil
Lembaga Eksekutif KBM UM terdin dan:
|, Badan Eksckutif Mahasiswa Umiversitas (BEM-U) untuk tingkat Universitas
2 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas {BEMF ) untuk tingkat Fakultas
3. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI) untuk tingkat Program Stud

Pasal 10
Unit Kegiatan Mahasiswa

Uit Kegiatan Mahasiswa dapat berupa bidang:

l. Keagamaan
Kesenian
kebudayaan
Olahraga
Eeilmuan dan teknologi
keahlian
Kemampuan,
[katan program
Kajian hukum dan sosial

Ol A LN g L Bl
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BABY
KEANGGOTAAN

Pasal 11

Kewnjiban Anggota
Setiap anggota KBM UIM wajib mentaat Statuta UIM yang berlaku
Setiap anggota KBM UIM wajib mentaati Peraturan Rektor,
Setiap angpota KBM UIM wajib mentaati ALDVART serta ketenluan peraturan
perundang-undangan lainnya vang berlaku di UIM.
Setiap angpota KBM UIM wajib menyusun dan menetapkan peraturan organisasi
disetiap tingkatan orgamsasi kemahasiswaan,
Setiap anggota KBM UIM wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
(REAT) sesuai dengan bidang masing-masing,

. Setiap anggota KBM UIM wajib menjunjung tinggl nama baik almamater LITM.

Pasal 12
Hak Anggota

. Setiap anggota KBM UIM berhak menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan

secara santun dan mendapatkan perlakuan vang sama dalam hukum dan peraturan
OTEANISAS!,

Setiap anggota KBEM UIM berhak memmlih dan dipilih sebagal pengurus sesuai dengan
aturan yang berlaku.

Pemilihan pengurus sebagaimana ayat 2 diatur tersendin dalam Peraturan Rektor.

BAB VI
PENDIRIAN, PEMBEKUAN, PEMBUBARAN

Pasal 13
Pendirian

. Pendinan organisasi kemahasiswaan dilingkungan KBM UIM hanya dimungkinkan

sepanjang ruang kegiatannya mendukung pencapatan visi dan misi UIM atau Fakultas.
Pendinan orgamsasi kemahasiswaan KBM UM bisa dwsulkan oleh kelompok
mahasiswa dan atau prmpinan LITM maupun Fakultas,
Organisasi kemahasiswaan vang diusulkan oleh kelompok mahasiswa disampaikan
kepada Rektor melalwm Wakil Rekor [1L
Wakil Rektor 111 dapat menyetujui atau menolak wvsulan pendinan organisasi
kemahasiswaan berdasarkan hasil elaah
Wakil Eektor 111 mengusulkan penerbitan sural keputusan Rekior tentang pendirian
organisasi kemahasiswaan dalam hal usulan pendirian organisasi kemahasiswaan
disetuju,
Wakil Rektor I11 mengembalikan usulan pendinan organisasi kemahasiswaan dalam hal
usulan pendinan orgamisasi kemahasiswaan tidak disetujui, dengan rekomendasi revisi
atau ditolak
Syarat-syarat pendirian Orgamisasi kemahasiswaan diatur sebagaimana bénkut;
A Syaral umum

1) Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa

yang telah ada;
21 Mempunyai calon pembimbing atau schutan lamnva.
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Fead

3) Melaksanakan musyawarah anggota; dan

4) Menyampaikan visi dan misi organisasi kemahasiswaan dibadapan pumpinan
UIM atau Fakultas.

b Svarat administrasi

1} Membuat surai usulan pendinan Organisasi kemahasiswaan yang ditandatangan
oleh perwakilan kelompok mahasiswa minimal 30 anggota,

2) Mempunyai draft AD/ART organisasi,

3) Dilengkapi dengan draft susunan pengurus dan struktur organisasi;

4) Mempunyai rencana kerja.

5) Berita acara dan dafier hadir musyawarsh kelompok mahasiswa tentang
pendirian usulan organisasi kemahasiswaan,

6) Mempunyai calon anggola yang dinyatakan dengan sural pernyataan seluruh
calon anggota dan dilampin kartu tanda mahsiswa;

Pasal 14
Pembekuan
Pembekuan organisasi kemahasiswaan adalah menanpguhkan kegiatan orpanisasi
kemahasiswaan sementara wakiu,
Pembekuan orgamsasi kemahasiswaan dilakukan oleh Rekior melalwm Wakil Rektor (11
atau Dekan melalun surat keputusan,

. Organisasi kemahasiswaan dapat dibekukan apabila:

a. Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa dan
Fakultas atau Program Studi,

Tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik,

Tidak melakukan rapat tahunan,

Tidak membusat laporan kegatan tahunan,

Tenadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah,
Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi dan tujuan UIM, dan
Terindikasi melakukan kegiatan vang melanggar hukum atau peraturan perundang-
undangan, mencemarkan nama baik dan/atau mencederal reputas: LITM,

Pembekuan Organisasi kemahasiswaan dapat berlaku sclama sisa wakiu periode
kepengurusan dan‘atau sampal dengan waktu tertentu vang dnetapkan oleh Rektor
melalui Wakil Rektor 111 atau Dekan,

Pembekuan Orgamsasi kemahasiswaan dapat dicabut apabila telah memperbaiki
kekurangan atau kesalahan sehagaimana dimaksud pada ayat 3,

R

Pasal 15
Fembubaran
Pembubaran organisasi kemahasiswaan adalah memberhentikan kegiatan organisasi
kemahasiswaan secara permanen,
Pembubaran organisasi kemahasiswaan dilakukan oleh Eektor melalu Wakil Rektor 111
atau Dekan melalw surat keputusan,

. Organisasi kemahasiswaan dapat dibubarkan apabila:

& Keberadaan dan kegiatan organisasi kemahasiswaan kurang signifikan dalam
mendukung pencapaian visi, misi dan twuan UIM,

b. Melanggar Statuta LIIM,

¢. Melanggar Peraturan Rektor,
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d. Melanggar AD/ART serta ketentuan peraturan perundang-undangan laimnya yang
berlaku di UTM.
e Tidak aktif melakukan kegiatan selama 3 {tiga) tahun berturut-turut.

a,
b.

BAR VI
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS
Pasal 16
1. DPM-U memiliki fungsi:
Legislas
Kontrol, dan
Penegakan aturan

c.

2. DPM-U memiliki tugas:

O o

Menyusun peraturan dan mengesahkan ADVART KBM UIM

Melaksanakan Sidang Istimewa KBM UIM

Melaksanakan musyawarah lain vang dianggap penting

Mengontrol KBM UIM tingkat Universitas dalam melaksanakan peraturan
orgamsasi dan ketetapan peraturan lamnya

Menyusun pedoman pembenan sanksi kepada pengurus KBM UIM tingkat
Universitas.

Memberikan sanksi pengurus KBM UIM tingkat Universitas setelah dilakukan
pemeriksaan dan pembahasan di sidang pleno DPM-LL

Mengakomodasi dan meromuskan aspirasi anggota KBEM UTM tingkat Universitas
dan menyvalurkan kepada pihak-pihak terkan,

Mensosialisasikan keputusan dan peraturan lainnva kepada pihak-pihak terkait
Menyusun dan menvampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan
UIM.

3. DPM-U memiliki kewenangan:

1.
2,
3,

4,
5

Menjalin koordinasi dengan lembaga legislatif di tingkat fakultas (DPMF 1

Mewakili KBM UM secara eksternal apabila terkait dengan urusan legislatif

Meminta klarifikasi dari pengurus KBM UIM tingkat UIM yang melakukan

pelanggaran,

Menvelesaikan segala konflik imtemnal pengurus KBM UM tingkat LIIM.

Memberikan peringatan kepada KBM UIM  tingkat UM  apabila tidak

melaksanakan tugasnya atau menyimpang dan amah kebjakan KBM UTM

Peringatan sebagaimana ayat 4 poin ¢ dapat berupa;

1} Penmngatan 1 diberikan dalam batas waktu 3 (tiga) minggu.

2)  Permgatan 2 diberikan dalam batas waktu 2 (dua) minggu apalila KBM UM
tingkat UTM tidak menyelesaikan dan/atau mengabaikan peringatan |

DPM-1] mengeluarkan sanksi kepada KBM UIM tngkat UIM berdasarkan hasil

rapat pleno DI'M-U setelah batas waktu pada peringatan kedua tidak terpenuhi.

Mengambil alih wgas pokok, fungsi dan wewenang DPM-F apabila terdapat

kekosongan jabatan.

Pasal 17

. Struktur Kepengurusan DPM-1J terdin dar:

a. Ketua merangkap anggota
b. Wakil Ketua merangkap anggota
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.
3:
4

€. Sekretans merangkap anggota

d. Angpgota
Komisi-komisi yang ditetapkan oleh internal DPM-U sesuai dengan kebutuhan

Keanggotaan DPM-U adalah perwakilan dan tiap-tiap fakultas.
Ketentuan jumlah perwakilan dan tap-tap fakultas diatur dalam peraturan lainnya.

Pasal 18
Hak dan Kewajiban

Hak anggota DPM-1J adalah:

1

Lh e b b

Ke
1.

2
3.
4

Menyampaikan pendapat batk lisan maupun tulisan secara santun baik diminta atau
tidak

Hak angket, hak bertanya, hak interpelasi, dan hak amandemen

Memperoleh pelayanan izin kegiatan

Menggunakan fasilitas dan atnbut UIM

Memperoleh bantuan dana kegiatan

wajiban anggota DPM-U adalah:
Mentaati Peraturan Rektor, AD/ART dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku di KEM UIM.

. Menjunjung tinggi almamater UIM.

Melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objeknf, jupur, adil dan transparan.
Mengikuh sidang.

Pasal 19
Sidang-sidang DPM-L

Sidang-sidang DPM-U terdin dan:

b-d

d

Sidang Pleno

Sidang Komisi

Sidang KEM LUTM

Sidang Istimewa

Mekanisme sidang diatur secara tersendin oleh DPM-U

-V -

Pasal 20

Anggota DPM-U tidak diperkenankan meérangkap jabatan pada Ormawa lain di
hngkungan KBM UM,

Anggota DPM-1 tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan anggota pada partai polink
dan atau organisasi vang berafiliasi dengan partai polinnk

Pasal 21

. Keanggotaan DPM-U gugur apabila:

a. Meninggal dunia

b. Menyatakan mengundurkan din dan disetujui dalam sidang pleno DPM-U

¢. Cuti kuhah.

d. Dinonaktifkan

Keanggolaan dicabut nla melanggar peraturan rektor, ADFART KBM UIM dan atau
peraturan lainnya

Pencabutan keanggotaan DPM-U dilakukan dalam sidang pleno.
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Pasal 22

Mekanisme kerja DPM-U diatur dalam ADYART KBM UTM dan peraturan organisasi DPM-

L.

!r..r

BAR VINI
BADAN ERSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS

Pasal 23

. BEM-UJ adalah lembaga cksckubf mahasiswa ditingkat UIM selamjutnya pimpinannya

disebut Presiden Mahasiswa,

BEM-L] memiliki fungsi:

a  Menampung, megevaluasi dan meyalurkan aspirasi mahasiswa di imgkat UIM, dan

b, Merumuskan dan menvalurkan usul, saran, dan rekomendasi orgamisasi
kemahasiswaan

BEM-U memilik tugas:

a. Mewakil mahasiswa pada tingkat UIM untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan
di luar kampus,

b. Mengoordinasikan kegiatan orgamisasi  kemahasiswaan  dalam  bedang
ekstrakunkuler &i tingkat UIM

c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan
UIM.

BEM-LI memuliki kewenangan:

a. Menjalin koordinasi dengan lembaga eksekutif di hingkat fakultas (BEMF),

b. Mewakili KBM UIM secara cksternal apabila terkait dengan urusan eksekutif

¢ Menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada ADVART

Pasal 24
Struktur kepungurusan BEM-1 terdin dan:
Presiden Mahasiswa,
Wakil Presiden Mahasiswa,
Sekretaris Jenderal,
Wakil Sekretaris Jenderal,
Bendahara,
Menteri dan Anggota.
MEﬂtEI'l BEM-UJ dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden
Mahasiswa.
Kepengurusan BEM-U dipilih dan disusun oleh Presiden Mahasiswa dan Wakil
Presiden Mahasiswa.

B O - O - R

Pasal 25
Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa

Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dipilih dalam 1 (satu) paket oleh
setiap mahasiswa melalul Pemiliban Umum Rava

Syarat uniuk menjadi Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dan tata cara
pelaksanaan permihiban Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa diatur lebih
lanjut dalam peraturan rektor dan atau peraturan lainnya.

Bila Presiden Mahasiswa tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya,
maka digantikan oleh Wakil Presiden Mahasiswa.
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4. Dalam hal 1egadi kekosongan Wakil Presiden Mahasiswa, selambat-lambatnya dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari, DPM-U menyelenggarakan sidang istimewn untuk memilib
Wakil Presiden Mahasiswa dan 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden Mahasiswa.

Pasal 26
Hak dan Kewajiban BEM-U

Hak pengurus BEM-U adalah:

b=l e BB LB o e

Menyvampaikan pendapat, usul dan saran kepada Rektor melalu Wakil Rektor 111
Memperoleh pelayanan izin kegiatan

Menggunakan fasilitas dan atnbut UITM

Memperoleh bantuan dana kegiatan

Meminta keterangan vang diperiukan dan BEMF

Membentuk, mengganti dan memberhentikan kepengurusan BEM U

Mengajukan Rancangan Peraturan KBM UIM kepada DPM-LJ,

Mengesahkan peraturan KEM UIM yang telah disetujui bersama dengan DFM-L,
Mengirim delegasi dan melaksanakan kegiatan yang bersifat daerah, nasional dan
internasional dengan sepengetahuan pimpinan UIM.

Kewajiban pengurus BEM-U adalah:

A

-1 O un

Menjunjung tinggl almamater UTM

Menyusun dan melaksanakan ALVART KBM UIM

Menjalin koordinas: dengan BEMF

Menyusun dan mempertanggungjawabkan program kerja kepada DPM-U dan
Rekior.

Membuat peraturan yang dianggap periu dalam melaksanakan ADVART KBEM UTM.
Mentaati Peraturan Rektor dan peraturan lainnya.

Melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektif, jujur, adil, berani dan
bertanggungjawab.

Pasal 27

Rapat BEM-U terdin dan:

b

N

Rapat Kerja

Rapat Pengurus Hanan

Rapal Koordinasi

Rapal Kementerian

Rapat Kepanitian

Rapat lainnya

Mekanisme rapat diatur secara tersendin oleh BEM-1J

Pasal 28

Pengurus Harian BEM-U tidak diperkenankan merangkap jabatan pada orgamsasi lam
di lingkungan KBM UIM

Pengurus BEM-U tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan anggota pada partas politk
dan atau orgamsasi yang berafiliasi dengan partal politik.
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Pasal 29

. Kepengurusan BEM-U dapat gugur apabila:

a. Meninggal duma

b, Menyatakan mengundurkan din dan disetujui Presiden mahasiswa

¢ Cuti kuligh.

d. Dinonakufkan

Kepengurusan dicabut apabila melanggar Peraturan Rektor, ADVART dan ataw
peraturan lainnya.

Pencabutan kepengurusan BEM-U) dilakukan dalam rapat BFH BEM-UI dan anggota
BEM-L] yang dihadin oleh Presiden Mahasiswa,

BAB IX
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 30

. DPM-F memiliki fungsi:

a. Legislasi, dan

b. Kontrol

DPM-F memiliki tugas

Menyusun peraturan dan mengesahkan AIVART di timgkat Fakultas

Melaksanakan Sidang lstimewa

Melaksanakan musyawarah lain yang dianggap penting

Mengontrol KBM UTM tingkat Fakultas dalam melaksanakan peraturan organisasi

dan ketetapan peraturan lainnya.

e, Menyusun pedoman pemberian sanksi kepada pengurus KBM UIM tingkat
Fakultas.

f. Memberkan sanksi pengurus KBM UM tingkat Fakultas setelah dilakukan
pemeriksaan dan pembahasan di sidang pleno DPM-F.

g Mengakomodasi dan merumuskan aspirasi anggota KBM UIM tingkat Fakultas dan
menvalurkan kepada prhak-prhak terkait.

h. Mensosialisasikan keputusan dan peraturan lainnya kepada pthak-pihak terkait

1. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungiawaban kepada pimpinan
Fakultas.

R oeE

Pasal 31
Hak dan Kewajiban

Hak anggota DPMF adalah:

|

e

Menyampaikan pendapat bak lisan maupun tulisan secara santun baik diminta atau
tidak

Hak angket dan hak bertanya,

Memperoleh pelavanan izin kegiatan

Menggunakan fasilitas dan atnbut LM

Memperoleh bantuan dana kegiatan

Kewajiban angpole DPMF adalah

P

Mentaat Peraturan Rektor, ADVART dan peraturan perundang-undangan lainnva yang
berlaku di KBM UIM.
Menjunjung tingm almamater UIM.
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3. Melaksanakan wgas dan wewenangnya secara objekuf, jojur, adil dan transparan.

4, Mengikuti sidang.
DPMF memiliki kewenangan,
1. Mewakili KBM UIM secara cksternal apabila terkait dengan urusan legislatif di timgkat
fakultas
2. Meminta klarifikasi dan pengurus KBM UIM di lingkungan Fakultas vang melakukan
pelanggaran.
3 Menyelesaikan segala konflik internal pengurus KBM UIM di lingkungan Fakultas,
4 Memberikan peringatan kepada KBM UIM di lingkungan Fakultas apabila tidak
melaksanakan tugasnyva atau menyimpang dari arah kebijakan KEM UIM
5. Peringatan sebagaimana ayat 4 dapat berupa;
1) Penngatan | dibenkan dalam batas waktu 3 (tiga) minggu.
2) Peningatan 2 diberikan dalam batas waktu 2 {dua) minggu apabila KBEM UM
tingkat Fakultas tidak menyelesaikan dan/atau mengabaikan peringatan 1.
6. DPMF mengeluarkan sanksi kepada KBM UIM di ligkungan Fakultas berdasarkan hasil
rapat pleno DPMF setelah batas waktu pada peningatan kedua udak terpenuhi.
Pasal 32
1. Struktur Kepengurusan DPMF terdin dar:
a. Ketua merangkap anggota
b. Wakil Ketua merangkap anggota
¢ Sekretaris merangkap anggota
d Anggota
2. Komisi-komisi yang ditetapkan oleh imtemal DPMF sesuar dengan kebutuhan
3. Keanggotaan DPMF adalah perwakilan dan program studi,
4. Ketentuan jumiah perwakilan dar program studi diatur dalam peraturan lainnya.
Pasal 33
1. Angpota DPMF tidak diperkenankan merangkap jabatan pada Ormawa lam di
lingkungan KBM UM
2. Anggota DPMF tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan anggota pada partas polink
dan atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
Pasal 34
1. Keanggotaan DPMF gugur apabila:
a. Menminggal dumia
b. Menvatakan mengundurkan dini dan disetujw dalam sidang pleno DPMEF
¢, Cuti kuliah.
d. Dinonaktifkan
2. Keanggotaan dicabut bila melanggar peraturan rektor, AD/ART KBM UIM dan atau
peraturan lainnya,
3. Pencabutan keanggotaan DPMF dilakukan dalam sidang pleno

Pasal 35

Mekanisme kerja DPMF digtur dalam AIVART KBM UIM dan peraturan organisasi DPMF
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BAB X
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 36

BEMF adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Fakultas selanjutnya

pimpingnnya disebut Gubernur Mahasiswa.

BEMF memiliki fungs::

a  Menampung, megevaluasi dan meyalurkan aspirasi mahasiswa di ungkat Fakultas,
dan.

b, Merumuskan dan menvalurkan usul, saran, dan rekomendasi organisasi
kemahasiswaan

BEMF memiliki tugas:

a. Mewakil mahasiswa pada tingkat Fakultas untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam
dan di luar kampus

b, Mengoordinasikan Kegiatan  orgamisasi  kemahasiswaan  dalam bidang
ekstrakurikuler di tingkat Fakulias,

¢. Menvusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan
F akultas.

BEMF memiliki kewenangan:

a. Menjalin koordinasi dengsn lembaga eksekunf di ungkat program  studi
{HIMAPRODI).

b. Mewakili KBM UIM secara eksternal apabila terkast dengan urusan eksekutif’ di
tingkat Fakultas

c. Menctapkan keputusan dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada ADVART.

Pasal 37

. Struktur kepungurusan BEMF terdin dan;

CGiubernur Mahasiswa,

Wakil Gubernur Mahasiswa,

Sekretans umum,

Wakil Sekretans,

Bendahara,

Kepala Bidang dan Anggota.

I"'-..epﬂu Bidang BEMF dalam menjalankan wgasnya bertanggung jawab kepada
Gubermnur Mahasiswa.

Kepengurusan BEMF dipithh dan disusun oleh Gubernur Mahasiswa dan Wakil
Gubermnur Mahasiswa,

B - R )

Pasal 38
Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa

Gubemur Mahasiswa dan Wakil Giubernur Mahasiswa dipilih dalam 1 ( satu) paket oleh
sehiap mahasiswa melalui Pemiliban Umum Raya.

Svarat untuk menjadi Gubermur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa
dan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubermur Mahasiswa dan Wakil Gubernur
Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor dan atau peraturan lainnya

Bila Gubernur Mahasiswa tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannva,
maka digantikan oleh Wakil Gubernur Mahasiswa,
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Dalam hal tegadi kekosongan Wakil Gubermnur Mahasiswa, selambat-lambatnya dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari, DPMF menyelenggarakan sidang istimewa untuk memilih
Wakil Gubernur Mahasiswa dan 2 (dua) calon vang diusulkan oleh gubemur
Mahasiswa.

Pasal 39
Hak dan Kewajihan BEMF

Hak pengurus BEMF adalah:

O LA L =

Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada Rektor melalw Wakil Rektor 111
Memperoleh pelayanan wn kegiatan

Menggunakan fasilitas dan atnbut UIM

Memperoleh bantuan dana Kegiatan

Meminta keterangan yang diperlukan dan HIMAPRODI

Membentuk, mengganti dan memberhentikan kepengurusan BEMF.

Mengirim delegasi dan melaksanakan kegiatan vang bersifat daerah dan nasional
dengan sepengetahuan pimpinan Fakultas dan/atau UIM.

Kewajiban pengurus BEMF adalah:

Al

. Menmjunjung tinggi almamater LITM.

Menyusun dan melaksanakan ADVART KBM UIM

Menjalin koordinasi dengan HIMAPRODI,

Menyusun dan mempertanggungjawabkan program kerja kepada DPMF dan Dekan.
Mentaat Peraturan Rektor dan peraturan perundang-undangan lainnva

Melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektif, juur, adil, berami dan
bertangpungjawab.

Pasal 40

Rapat BEMF terdin dari

=T e s

Rapat Kerja

Rapat Pengurus Hanan

Rapat Koordinasi

Rapat Bidang

Rapat Kepanitian

Rapat lainnya

Mekanisme rapat diatur secara tersendin olch BEMF

Pasal 41
Pengurus Harian REMF tidak diperkenankan merangkap jabatan pada organisasi lain di
lingkungan KBM UIM
Pengurus BEMF tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan anggota pada partai poliuk
dan atau organisasi vang berafiliasi denpan partai politik

Pasal 42
Kepengurusan BEMF dapat gugur apabila:
a. Meninggal dunia
b. Menvatakan mengundurkan diri dan disetujui gubermur mahasiswa
¢ Cuti kulizh,
d. Dinonakifkan
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Kepengurusan dicabut apabila melanggar Peraturan Rektor, ADYART dan atau
peraturan lainnya,

Pencabutan kepengurusan BEMF dilakukan dalam rapat BPH BEMF dan anggota
BEMF yang dihadin oleh Gubemur Mahasiswa.

Pasal 43

Mekanisme kerja BEMF diatur dalam ADVART KBM UIM dan peraturan orgamsasi BEMF

BAR XI
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 44

. HIMAPRODI adalah lembaga eksekutif mahasiswa di ungkat program studi

selanjutnya pimpinannya disebut Ketua HIMAPRODI,

2. HIMAPRODI memiliki fungs::
a  Menampung, mengevaluasi dan meyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Program
Studs, dan.
b. Merumuskan dan menvalurkan usul, saran, dan rekomendasi orgamsasi
kemahasiswaan
3, HIMAPRODI memiliki tugas:
a  Mewakil mahasiswa pada tingkat Program Studi untuk kegiatan ckstrakurikuler d
dalam dan di luar kampus
b. Mengoordinasikan  kegiatan organisasi  kemahasiswaan  dalam  bidang
ekstrakurikuler di nngkat Program Studi,
¢, Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ketua program
studi.
4. HIMAPRODI! memiliki kewenangan:
a. Melaksanakan segala ketetapan konstitusi KBM UTM.
b. Melaksanakan peraturan organisasi HIMAFRODI,
¢, Membual keputusan-keputusan vang dianggap perlu dalam melaksanakan
peraturan organisasi HIMAPRODL
Pasal 45
| Struktor kepungurusan HIMAPROIDN terdin dan:
a. Ketua,
b, Wakil Ketua,
c. Sekretans,
d. Wakil Sckretaris,
¢. Bendahara,
f, Kepala Bidang dan Angpota
2. Kepala Bidang HIMAPRODI dalam menjalankan tugasnya berianggung jawab kepada
ketua HIMAPRODI,
3. Kepengurusan HIMAPRODI dipilih dan disusun oleh Ketua HIMAPROD]
Pasal 46
Pengurus HIMAPRODI berhak mengadakan kegiatan sesuai dengan peraturan organisasi
vang berlaku.
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Pasal 47

Kewajiban Pengurus HIMAPROD! adalah:

|
2

3

Mentaati Peraturan Rektor, ADVART KBM UIM dan peraturan lainnva
Menjunjung tingg almamater LITM.

Melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektf, jujur, adil, berani dan
bertanggung awab,

Pasal 48
Rapat-rapat

Rapat-rapat HIMAPRODI terdin dan

b

Rapat Kena

Rapat Pengurus Harian

Rapat Koordinasi

Rapat Bidang

Rapat Kepanitian

Rapat lainnya

Mekanisme rapat diatur secars internal oleh HIMAPRODL

SO R L R —

Pasal 49

Pengurus harian HIMAPRODI tidak diperkenankan ranghkap jabatan pada Crmawa lam
di lingkungan KBM UIM.

Pengurus HIMAPRODI tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan anggota pada parta
politik dan atau organisasi vang berafiliasi dengan partai politik

Paszal 50

Kepengurusan HIMAPRODI gugur apabila

a. Meninggal dunia.

b. Menyatakan mengundurkan dini dan disetuju dalam rapat pengurus hanan,

¢ Cuti kuliah

d  Dinonaktufkan

Kepengurusan dicabut apabila melanggar Peraturan Rektor, ADVART KEM UIM atau
peraturan lainnya.

Pencabutan keanggotaan HIMAPRODI dilakukan dalam rapat pengurus harian yang
dihadin oleh ketua HIMAPRODI

Pasal 51

Mekanisme keja HIMAPRODI diatur dalam peraturan organisasi HIMAPRODL

BAB XI11
UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 52

. UKM berfungsi melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tingkat UIM sesual munat,

bakat, kegemaran, kerohanian, keahlian, kemampusn, dan/atau suatu ikatan program
atau kegiatan yang bergerak hanya bidang tertentu,
UKM memiliki tugas:
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4

a. Mewadahi kegiatan mahasiswa sesumr minat, bakat, kegemaran, kerohaman,
keahlian, kemampuan, dan‘atau suatu ikatan program atau kegiatan vang bergerak
hanva bidang tertentu,

b. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan ekstrakunkuler di dalam dan di
luar kampus.

c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan
LT,

ITKM memiliki kewenangan

& Melaksanakan Peraturan Rekior, ADVART KBM UIM dan peraturan organisasi
serta peraturan lainmya

b, Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan orgamisasi kemahasiswaan yang
setingkat dengan UKM, baik daerah, nasional dan internasional.

¢. Menjalin koordinasi dengan Pimpinan L/TM.

UKM memiliki kewajiban:

. Mentaati Peraturan Rektor, ADVART KBM UIM, peraturan organisasi dan peraturan

lainnya.

2. Menjunjung tingg almamater UTM
3. Melaksanakan tugas dan wewenangnva secara objektif, jujur, adil, beram dan
bertanggungjawahb
Pasal 53
Rapat-rapat
Rapat-rapat UKM terdin dan:
|. Rapat Kera
2 Rapat Pengurus Harian
3. Rapat Koordinasi
4. Rapat Divisi
5. Rapat Kepanitian
6. Rapat lainnyva
7. Mekanisme rapat diatur secara internal oleh UKM.

]

Pasal 54

Pengurus hanan UKM tidak diperkenankan rangkap jabatan pada Ormawa lain di
lingkungan KBM UIM

Anggota UKM tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan anggota pada partai politik
dan atau orgamsasi vang berafiliasi dengan partai politik

Pasal 55

. Keanggotaan UKM gugur bila

o Memnggal dunia

b. Menvatakan mengundurkan din dan disetuju ketus,

¢ Cuti kuliah,

d. dinonaktifkan
Keanggotaan dicabut bila melanggar Peraturan Rektor, AD/ART KBM UIM, Peraturan
Organisasi UKM dan peraturan lamnya
Pencabutan keangpotaan UKM dilakokan dalam rapat UTKM yang dihadini oleh ketus
UEM

Pasal 56

Mekamsme kerja UKM diatur dalam peraturan organisas: UKM.
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BARB X111
MUSYAWARAH KEM UIM

Pasal 57

Musvawarah KBM UIM diselenggarakan oleh DPM-L yang bertugas:

l.

Menvusun dan menctapkan ADVART KBM UIM

2. Melaksanakan Sidang lstimewa KBM UM
3. Melaksanakan musyawarah lain vang dianggap penting

Pasal 58
Musyawarah KBM UIM berwewenang membuat keputusan dan ketetapan tentang KBM di
lingkungan UTM
Fasal 59
1. Peserta Musyawarah KBM UIM adalah mahasiswa akif yang mewakili organisasi
kemahasiswaan UIM yaitu:
a  Semua anggota DPM-U
b, BEM LI mendapatkan 3 suara
¢. DPMF mendapat 2 suara
d BEM F mendapatkan 2 suara
e. HIMAPRODI mendapatkan | suara
f. UKM mendapatkan 2 suara

L —

Musyawarah KBM UIM vang dianggap penting dapat mengundan:

a. Rektor dan/atau Wakil Rektor IT1

b, Dekan Fakultas

¢, Ketua Program Studi

d Kepala BAAK

e. Kabag Kemahasiswaan

Perwakilan BEM-LUI, DPMF, BEMF, HIMAPRODI dan UK M dirckomendasi oleh ketua
UMM masing-rmasing,

Pasal 6

Musyawarah KBM UIM dilaksanakan mimimal satu kali dalam satu penode.

Sidang [stimewa KBM UIM dapat dilakukan dalam keadaan darurat,

Sidang [stimewa sebagaimana ayal 2 dapat dilakukan apabila:

a. Pengurus KBM UIM melanggar Peraturan Rektor dan atau ADVART,

b. Salah satu Ketua, wakil ketua pada pengurus KBM UIM meminggal duma, cuti atau
mengundurkan din atau dmonaktifkan

¢. Pengurus KBM UIM membubarkan din.

d. Diusulkan oleh setizp pengurus KBM UIM dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2.3
{dua pertiga) dan pengurus KBM UIM,

Sidang Istimewa dianggap sah apabila dihadini oleh 50% {lima puluh persen) ditambah

satu anggota KBM UM,

Keputusan dan ketctapan Sidang Istmewa dianggap sah pka disetuyjw sekurang-

kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah satu dori peserta yang hadir
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BAB XIV
KEPENGURUSAN DAN MASA KHIDMAT

Pasal 61

1. Kepengurusan organisasi kemahasiswaan KBEM UIM dibentuk melalui tata cara dan

mekanisme vang ditetapkan dalam Peraturan Rektor, AD/ART, peraturan organisasi

atau peraturan lainnya.

Pengurus orgamsasi kemahasiswaan KBM UIM adalah mahasiswa akuf yang terdafiar

di PD Dkt

3. Masa Khidmat (periode) kepengurusan Organisast Kemahasiswaan KBM UIM adalah
1 (zatu) tahun fiskal, berlaku scjak tanggal dikelvarkannva SK kepengurusan dan
berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun berjalan.

4. Permohonan SK kepengurusan oleh organisasi kemahasiswaan KBM UIM selambat-
lambatnva 14 hari sejak tanggal ditetapkan sebagai ketua terpilih.

5. Ketua orgamsasi kemahasiswaan KBM UIM tidak dapat mencalonkan dan dipilih
kembali pada masa khidmat benkutnya.

6. Dalam keadaan emergency, Rekior/Dekan dapat menganghkat pelaksana tugas (PIL)
Organisasi Kemahasiswaan berdasarkan hasil pertimbangan dan berbagai pihak.

7. Keadaan emergency vang dimaksud pada pasa ... .. ayat (6) berupa:
a. Belum dilaksanakan Permilu Raya
b, Tetjadi deadlock pada pemilu rava, atau
¢, Kejadian lain yang dapat menganggu keberlangsungan KBM LITM

8. PIt. bertugas sampai dengan ditetapkannya pengurus defininf KBM UM,

|-d

BAB XV
KELUANGAN

Pasal 62
|, Keuangan Ormawa adalah dana vang dikelola untuk kegiatan organisasi
Kemahasiswaan KBM LM secara otonom.
2. Sumber kevangan KBM UM dapat berasal dan:
a  Anggaran Pendapatan dan Belana Universitas
b, Dana mbah pemenntah
. Sponsor
d. Sumbangan pihak lain yang tidak berientangan dengan hukum dan/atau peraturan
perundang-undangan.
3. Penggunaan kewangan KBM UIM harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
pimpinan L/IM secara transparan dan akuntable.

BAB XVI1
LAMBANG DAN ATRIBUT KEM

Pasal 63

|. Lambang dan atmbut orgamsasi kemahasiswaan KBM UIM diatur tersendin dalam
ADVART KBM UIM dan Peraturan Organisasi.

2. Lambang dan atribut orgamsasi kemahasiswaan KBM UIM bidak boleh bertentangan
dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 19435, Statuta UM, Peraturan Rektor,

ADVART EHM U[MI EM Urﬂﬂuaﬂ:i E Trn Dharma PﬂrEEuan 'l'mgl.
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BAB XV
PEMILIHAN UMUM BAYA DAN MUSYAWARAH BESAR

Pasal 64
Pemilihan Umum Raya

. Pemilihan umum raya diselenggarakan untuk memilih angpota DPM-U UM, Presiden

Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM-U, angpota DPM-F, Gubernur
Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa dan Ketua HIMAPRODI.

Pemilihan Umum Rava dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil setiap 1 (satu) tahun sckali

Pemilihan wmum raya diselenggearakan ofeh panina khusus di ongkat UIM vang
dibentuk oleh Rektor dan atau Presiden Mahasiswa yang berkerja secara independen
vang sclanjutnya disebut Komisi Pemilikan Umum Mahasiswa (KPUM).

Pemilihan umum raya diawasi oleh panitia khusus di tingkat UIM yang dibentuk oleh
Rektor dan atau Presiden Mahasiswa vang berkerja secarn independen vang selanjutnyva
disebut Panitia Pengawas Pemilu Raya (PANWASLU RAYA)

. Apabila terjach deadlock pada pelaksanaan permilu rava, maka penyelesaian diambil alih

oleh Mahkamah Mahasiswa vang di ketuai oleh Kepala Biro Admimstrasi Akademik
dan Kemahasiswaan (BAAK) dan dibantu oleh anggota Mahkamah Mahasiswa.
Ketentuan lebih lanjut mengenal pemilihan umum raya diatur berdasarkan Peraturan
Rektor dan peraturan lainmya

Pasal 65

Musyawarah Besar
Musyawarah besar diselenggarakan untuk memilih ketua UKM
Musyawarah besar dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat setiap 1 (satu) tahun
sekali,
Musyvawarah besar dilaksanakan oleh pengurus UKM
Apabila terjadi deadlock pada pelaksanaan musyawarah besar, makn penyelesaian
diambil alih oleh Mahkamah Mahasiswa vang di ketuai oleh Kepala Biro Admimstrasi
Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan dibantu oleh anpggota Mahkamah
Mahasiswa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah besar diatur tersendin oleh pengurus
UKM.

BAB XVIN
SANKSI

Pasal 66
Sanksi Anggota

Sanksi skan dibernikan kepada setap anggota KBM UIM vang melangpar Peraturan
Rekior dan atay ADVART dan undang-undang lainnya dengan tahapan teguran,
peringatan dan hukuman

Pembenan sanksi merupakan wewenang dan pimpinan LM,
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BAB XIX
KETENTUAN FERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 67
Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan Rektor tentang organisasi
kemahasiswaan sebelumnya, dinyvatakan dicabut dan tidak berlaku
Hal-hal yang belum diatur dalam peratoran Rektor i akan diatur kemudian dengan
peraturan tersendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
. Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di - Pamekasan
Pada tanggal 28 Juni 2023

\’.eriﬂhls Islam Madura

=
P£ 1 WHMAD, S.Ag., M.Pd
0725056702
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